
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.212, 2023 KEMENKES. Penyelenggaraan Dekonsentrasi. 

Pedoman. 

 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI  

KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, penyelenggaraan 

dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat berupa pembinaan dan pengawasan 

umum dan teknis ditetapkan dengan Peraturan 

Menteri/Lembaga Pemerintah non-Kementerian; 
b. bahwa agar pelaksanaan program dan kegiatan 

bersumber dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan 

dalam mendukung transformasi kesehatan dapat 
berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel, perlu 

ditetapkan pedoman penyelengaraan dekonsentrasi 

Kementerian Kesehatan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan 
Tahun Anggaran 2023; 

 

 
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
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Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485);  
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6827); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794); 

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang 
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang 

Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 660); 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 
Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana 

Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

461); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 156);  

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN 

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN 
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:  

1. Dekonsentrasi Kepada Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut 

Dekonsentrasi Kepada GWPP adalah pelimpahan 
sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 
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kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat.  

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan.  

4. Penanggung Jawab Program adalah pimpinan unit 
Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang 

bertanggung jawab pada satu program tertentu. 

 
Pasal 2 

Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian 

Kesehatan Tahun Anggaran 2023 merupakan acuan bagi 

dinas kesehatan provinsi dalam perencanaan, pelaksanaan, 
dan pemantauan kegiatan bersumber dana dekonsentrasi 

Kementerian Kesehatan untuk mendukung program 

Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023. 
 

Pasal 3 

Ruang lingkup kegiatan bersumber dana dekonsentrasi 
Kementerian Kesehatan tahun Anggaran 2023: 

a. Untuk Program Kesehatan Masyarakat, meliputi kegiatan 

penguatan kesehatan masyarakat di provinsi; 
b. Untuk Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan 

Kesehatan Nasional, meliputi kegiatan penguatan 

pelayanan kesehatan di provinsi; 

c. Untuk Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 
dengan kegiatan penguatan pencegahan dan 

pengendalian penyakit di provinsi, pengelolaan krisis 

kesehatan dan peningkatan kesehatan jemaah haji; 
d. Untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, 

meliputi kegiatan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia kesehatan di provinsi; dan 
e. Untuk Program Dukungan Manajemen, meliputi kegiatan 

pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan 

barang milik negara, perencanaan dan penganggaran 
program pembangunan kesehatan, pengelolaan data dan 

informasi kesehatan. 

 

Pasal 4 
(1) Dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan tahun 

anggaran 2023 bersumber dari anggaran pendapatan 

dan belanja negara bagian anggaran 024 Kementerian 
Kesehatan tahun anggaran 2023. 

(2) Pagu alokasi dana dekonsentrasi masing-masing 

program per provinsi yang bersumber dari dana 
dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dicantumkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran 

dinas kesehatan provinsi. 
(3) Mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban kegiatan yang bersumber dari dana 

dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 5 

Kepala dinas kesehatan pemerintah daerah provinsi harus 
melakukan pelaporan, monitoring, dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan kegiatan bersumber dana dekonsentrasi 

Kementerian Kesehatan secara berkala melalui sistem 
informasi pada Kementerian Keuangan, Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional, dan Kementerian Kesehatan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 6 
Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian 

Kesehatan Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 
 

Pasal 7 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2023. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Maret 2023 
 

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 

 
BUDI G. SADIKIN 

 

 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Maret 2023 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 
 

YASONNA H. LAOLY 
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